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ABSTRAK 

Salsabila Kemala Ansary Nst (19042179):  Manajemen Konflik Menggunakan 
Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang 
Barat Kabupaten Pasaman Barat 

Latar belakang dari penelitian ini adalah wanprestasi oleh perusahan perkebunan 
kelapa sawit yaitu PT. Anam Koto dalam menyediakan plasma sekurang-kurangnya 10% 
untuk masyarakat Nagari Aia Gadang Barat yang tertera dalam Perjanjian tanggal 19 
November 1990, kemudian digantikan oleh adanya Perjanjian No. 11 tanggal 11 
September 2008 mengenai uang kompensasi sebanyak 10 Juta perbulan dan diperbaharui 
menjadi 20 juta perbulan sehingga faktor dari wanprestasi penyediaan plasma tidak 
berlaku. Kemudian, PT. Anam Koto memperoleh Hak Guna Usaha pada tanggal 7 Juli 
1990 sehingga ada kewajiban perusahaan menyediakan lahan minimal 20% untuk 
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat Nagari Aia Gadang Barat akan tetapi hal 
tersebut tidak direalisasikan oleh perusahaan, sehingga setelah wanprestasi mengenai 
plasma tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh masyarakat dalam menuntut hak mereka 
maka dilanjutkan dengan faktor tidak tersedianya lahan minimal 20% dari PT. Anam Koto. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode kolaborasi dalam 
manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat sekaligus faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif 
yang berlokasi di Nagari Aia Gadang Barat didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 
dengan informan yang terkait dalam penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang 
Barat. Teknik pengumpulan yang yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi dan untuk menguji keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi data 
yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data 
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen konflik sengketa tanah di 
Nagari Aia Gadang Barat yang menggunakan metode kolaborasi yaitu harus melewati 
beberapa tahapan dimulai dari evaluasi, investigasi dan observasi, solusi, pelaksanaan, 
monitoring, dan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen 
konflik sengketa tanah ini yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, dan pertentangan. 
Metode kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah ini masih dalam tahap pelaksanaan 
solusi yaitu redistribusi tanah, penyelesaian sengketa tanah melalui kolaborasi 
membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada metode lainnya yang akan dapat 
menghasilkan win-win solution. 

Kata Kunci: Konflik, Manajemen Konflik, Kolaborasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu jenis sumber daya alam non hayati yang sangat 

penting saat ini. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna multi 

dimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang 

dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan 

posisi seseorang dalam pengembilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital 

budaya yaitu dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. 

Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan 

kembali kepada tanah (Nugroho, 2001: 237). Peran tanah dalam kehidupan manusia 

merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan 

maupun sandang.  

Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai 

ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar 

bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat 

menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  Namun, kebutuhan penting 

akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan 

menguasai tanah. Arti penting dan batasan tanah bagi masyarakat dan negara 

sebagai organisasi masyarakat tertinggi di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: 

umi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat  
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Adanya penjelasan mengenai batasan tanah bagi masayarakat maka dibuat dan 

ditetapkannya peraturan yang lebih fokus mengatur terkait hak rakyat terhadap 

tanah yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) untuk 

meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 

bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas 

tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam Pasal 

2 ayat (1), yaitu: 

tas dasar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat  

Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan 

manusia. Kekayaan paling utama yang dimiliki oleh masyarakat, terkhususnya 

masyarakat adat yang pengelolaannya diserahkan kepada tiap-tiap masyarakat. 

Tanah dalam masyarakat adat tidak hanya mempunyai nilai-nilai ekonomis tetapi 

juga nilai-nilai magis-spritual. Kehidupan modern tanah tetap menjadi bagian yang 

vital, disebabkan kebutuhan manusia akan tanah sangat banyak, segala sendi 

perekonomian membutuhkan tempat untuk melakukan usaha. Bahkan ketika 

manusia telah meninggal membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan. 

Hak menguasai dari negara diterangkan kembali pada Pasal 2 ayat (2), yaitu: 

Hak menguasai dari negara yang termaksud, memberi wewenang untuk: 

a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
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c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Penyebutan masyarakat hukum adat terdapat dalam pengaturan pengakuan 

keberadaan hak ulayat, hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan 

bahwa:  

engan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak 
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang 
dan peraturan-pertauran lain yang lebih tinggi..  

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) mengatur mengenai masyarakat hukum adat, yang terdapat 

pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa: 

elaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa 

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat 

hukum adat  

Namun, selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan 

penerapannya yang tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi: 

ukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Nasional dan 
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 
dengan mengindahkan unsur-unsur yan bersandar pada hukum agama  

Kebutuhan masyarakat akan tanah ternyata dapat menimbulkan akibat lain 

yaitu terjadinya kasus pertanahan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 

2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menjelaskan bahwa kasus pertanahan 

adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan 
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penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau 

kebijakan pertanahan. Konflik agraria terjadi Ketika adanya kesenjangan/ 

ketidaksesuaian mengenai sumber daya alam yaitu sumber agraria. 

Dilansir dari berita CNN Indonesia bahwasanya tahun 2022 terjadi 212 konflik 

agraria di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam peluncuran Catatan Tahun KPA 

2022 pada Senin, 9 Januari 2023 menyatakan bahwa: 

asil pemantauan KPA sepanjang tahun dari Januari hingga Desember, 

ada 212 letusan konflik agraria terjadi di 34 provinsi  

Berikut ini data konflik agraria yang dikeluarkan oleh KPA melalui Catatan 

Tahunannya. 

Tabel 1. 1 Jumlah Konflik Agraria di Indonesia 

No. Jenis Konflik Jumlah Luas Konflik Korban 
Terdampak 

(KK) 
1. Sektor Perkebunan 99 Konflik 377. 197 Hektar 141. 001 KK 
2. Infrastruktur 32 Konflik 102. 752 Hektar 28. 795 KK 
3. Properti/ real estate 26 Konflik 4. 572 Hektar 15. 957 KK 
4. Pertambangan 21 Konflik 213. 048 Hektar 122. 082 KK 
5. Kehutanan 20 Konflik 328. 056 Hektar 13. 635 KK 
6. Fasilitas militer 6 Konflik 3. 005 Hektar 20. 229 KK 
7. Pertanian/agrobisnis 4 Konflik 5. 080 Hektar 816 KK 
8. Pesisir dan pulau-pulau 

kecil 
4 Konflik 1. 903 Hektar 3. 887 KK 

  Sumber: Catatan Tahunan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (Senin, 09 Januari 

2023) 

Berdasarkan berita pada Tempo bahwa 80 dari 99 konflik agraria pada sektor 

perkebunan terjadi di sektor perkebunan sawit, hal ini terjadi juga dikarenakan 

tanah Indonesia paling banyak dimanfaatkan untuk penanaman pohon kelapa sawit, 

sesuai dengan siaran pers oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
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Republik Indonesia pada 22 April 2021 menyatakan bahwa Indonesia merupakan 

penghasil sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit menyediakan lapangan 

pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja. Perkebunan sawit yang diyakini oleh 

pemerintah menjadi salah satu sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi 

paling besar terhadap pembangunan berkelanjutan / Suistainable Development 

Goals (SDGs), sehingga industri kelapa sawit berperan strategis dalam 

pembangunan ekonomi Indonesia. Data provinsi yang memiliki perkebunan sawit 

terbesar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kompas, sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 Data Perkebunan Sawit Terbesar di Indonesia 

No Wilayah Luas 
1. Riau 2. 741. 621 Ha 
2. Kalimantan Barat 2. 017. 456 Ha 
3. Kalimantan Tengah 1. 922. 083 Ha 
4. Sumatera Utara 1. 373. 273 Ha 
5. Kalimantan Timur 1. 254. 224 Ha 
6. Sumatera Selatan 1. 191. 401 Ha 
7. Jambi 1. 034. 804 Ha 
8. Aceh 487. 526 Ha 
9. Kalimantan Selatan 471. 264 Ha 
10. Sumatera Barat 379. 662 Ha 

Sumber: Kompas. com 

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk 

berprosesi petani sawit sehingga kelapa sawit merupakan sub sektor pertanian 

terbanyak yang menyumbangkan hasil perkebunannya dari beberapa sektor 

perkebunan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, hasil 

perkebunan sawit sebanyak 567. 930, 00 Ton. Daerah Sumatera Barat penghasil 

kelapa sawit terbanyak diduduki oleh Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan 

data yang dikeluarkan oleh BPS Sumatera Barat sebagai berikut: 
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Gambar 1. 1  
Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 2020 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 

 

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat menunjukkan bahwa sub sektor 

perkebunan sawit merupakan hasil terbesar dalam sektor pertanian yang seharusnya 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, sekaligus sejalan dengan 

keyakinan pemerintah bahwa perkebunan sawit dapat mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. Faktanya bertolak belakang dengan yang terjadi dikarenakan konflik 

pertanahan sering terjadi pada perkebunan sawit yang menempati peringkat 

pertama dari sektor lainnya. 

Kabupaten Pasaman Barat yang menduduki peringkat pertama penghasil 

kelapa sawit terbanyak di Sumatera Barat menjadikan peluang terjadinya konflik 

agraria semakin besar. Salah satu konflik agraria di Kabupaten Pasaman Barat 

terjadi di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, 

konflik yang terjadi merupakan tentang pemanfaatan tanah ulayat masyarakat 

hukum adat oleh perusahaan perkebunan sawit yaitu PT. Anam Koto.  



7 
 

Sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat bermula dari penyerahan tanah 

ulayat kurang lebih 5.000 Ha dari pihak pertama disebut Ninik Mamak kepada 

pihak kedua yaitu PT. Anam Koto pada tanggal 19 November 1990 dengan 

beberapa syarat yang salah satunya adalah plasma sekurang-kurangnya 10% untuk 

masyarakat. Perjanjian yang terjalin antara Ninik Mamak Nagari Aia Gadang Barat 

dengan PT. Anam Koto dikarenakan masyarakat Nagari Aia Gadang Barat 

memiliki harapan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergolong besar 

dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat agar dapat mensejahterakan kehidupan 

masyarakatnya melalui pemberian plasma. Berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Apendi selaku Wali Nagari Aia Gadang Barat pada tanggal 20 Juli 2023 

menyebutkan bahwa: 

sengketa tanah antara masyarakat Nagari Aia Gadang Barat dengan PT. 
Anam Koto sudah berlangsung selama 20 tahun dan belum dapat 
terselesaikan sampai saat ini dikarenakan plasma 10% belum disediakan 

  

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Aswandi Datuk Rajo Sampono pada 

tanggal 17 Agustus 2023 bahwa: 

pada tahun 1990 dilakukan penyerahan tanah ulayat oleh 9 orang Ninik 
Mamak kepada PT. Anam Koto dengan selembar surat perjanjian dimana 
terdapat empat persyaratan, pada poin ke-4 yaitu plasma sekurang-
kurangnya 10 % diluar itu kalau ingin bergabung sebagai anak angkat atau 

  

Perbedaan pemahaman mengenai syarat nomor 4 antara Ninik Mamak dengan 

pihak perusahaan yang terlihat pada Tahun 1993 adanya perencanaan pembangunan 

plasma 1.000 Ha, akan tetapi Ninik Mamak menarik dan membatalkan kembali 

pembangunan tersebut secara sepihak pada tahun 1995 dikarenakan lahan yang 

akan dijadikan plasma oleh perusahaan merupakan tanah diluar tanah ulayat yang 

diserahkan dan merupakan tanah kampung dari nagari sebelah. Berdasarkan hasil 
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wawancara yang dilakukan dengan Bapak Datuk Aswandi Rajo Sampono pada 

tanggal 16 Agustus 2023 yaitu: 

alasan Ninik Mamak membatalkan rencana pembangunan plasma 
tersebut dikarenakan lahan yang akan diberikan kepada masyarakat adalah 
tanah kampung dari Nagari lain, dan itu akan sulit diperoleh kecuali ada 
yang ingin bergabung sebagai anak angkat maka akan diterima tetapi pihak 
perusahaan menganggap plasma 10% yang dimaksud dalam surat perjanjian 
itu adalah plasma 10% diluar tanah yang diserahkan, padahal arti yang 
sebenarnya adalah plasma 10% termasuk dari lahan kurang lebih 5. 000 Ha 

 

Pembatalan perencanaan pembangunan plasma Tahun 1995 memunculkan 

perjanjian baru pada 11 September Tahun 2008 yang disebut sebagai Perjanjian No. 

11 dengan isi perjanjian mengenai uang kompensasi sebesar 10 Juta per bulan yang 

harus dibayarkan oleh PT. Anam Koto kepada masyarakat yang diwakili oleh Ninik 

Mamak. Perjanjian No. 11 Tahun 2008 sebenarnya hanya disepakati antara pihak 

perusahaan dengan Ninik Mamak sebelah/ ninik mamak bukan dari pucuk adat, hal 

tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Aswandi Datuk Rajo 

Sampono, bahwa: 

kami Ninik Mamak dari pucuk adat tidak ada yang setuju untuk 
menandatangani surat Perjanjian No. 11 tersebut karena tidak setara dengan 
luas plasma 500 Ha yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, akan 
tetapi Ninik Mamak yang bukan dari pucuk adat menyetujui perjanjian 

 (17 Agustus 2023) 

Wawancara dengan Bapak Akmal selaku Ketua SPI Basis Nagari Aia Gadang 

pada tanggal 16 Agustus 2023 juga mengatakan hal yang serupa yaitu: 

adanya dualisme kepemimpinan Ninik Mamak sehingga yang 
menyetujui Perjanjian No. 11 itu hanya dari Ninik Mamak sebelah dan 
perjanjian itu sebenarnya hanya pengganti dari pembatalan perencanaan 
pembangunan plasma 10% di Tahun 1995, namun Ninik Mamak sebelah 
itu memahami bahwa perjanjian tersebut pengganti plasma 10%  

Kompensasi sebesar 10 Juta per bulan masih adanya tuntutan dari masyarakat 

sebesar 240 Juta kepada pihak perusahaan karena belum dibayarkan. Hal yang 

berbeda disampaikan oleh Bapak Jimson Tamba, S. H selaku Humas Ilegal PT. 
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Anam Koto yang dilansir dari laman kabar 60 Inspirasi Pembangunan Bangsa 

(Minggu, 29 Maret 2020), bahwa: 

hak masyarakat tidak pernah terlalaikan, itu suatu kewajiban bagi 

perusahaan. Tapi, karena lahan belum bisa disediakan oleh ninik mamak, 

maka diganti sementara dengan kompensasi tunai kepada masyarakat  

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Marwan Hakim Datuak Mage Putiah 

bahwa (16 Agustus 2023): 

karena sudah perjanjian terbaru yaitu mengenai uang kompensasi pengganti 
plasma yang tertera dalam surat perjanjian no. 11 tahun 2008, adapun jumlah 
uang kompensasi yang diberikan oleh PT. Anam Koto yang awalnya 10 Juta 
menjadi 20 Juta per bulan sehingga kami tidak ada lagi menuntut soal plasma. 
SPI yang membuat-  
 

Tanggal 2 November 2021, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 

Pasaman Barat terjun langsung ke lapangan untuk menentukan Hak Guna Usaha 

perusahaan perkebunan sawit dan diperoleh seluas 4. 748 Hektare. Berdasarkan 

Hasil wawancara Akmal selaku Ketua Serikat Petani Basis Aia Gadang, 

mengatakan: 

bahwa lahan mereka sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 39 
Tahun 2014 yakni 20% dari total Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto 
yaitu seluas 4. 748 Hektare sehingga mereka meminta lahan seluas 948 
Hektare diserahkan kepada masyaraka  

Lahan seluas 711 Hektare merupakan hasil perhitungan 17% dari 4. 748 

Hekatre Hak Guna Usaha PT. Anam Koto diduduki (reclaiming) oleh masyarakat 

pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 10. 00 WIB bertempat di block K 

berlokasi di Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang. Masyarakat mendirikan 

pondok, mushola dan menanami areal perkebunan PT. Anam Koto dengan tanaman 

pisang, kelapa, dan tanaman cokelat. Masyarakat yang diwakili oleh anggota SPI 
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basis Aia Gadang untuk menduduki lahan tersebut diusir oleh pihak perusahaan 

dengan beberapa anggota Brimob sampai ada lima orang dari masyarakat yang 

ditahan dengan gugatan penganiyaan. 

Beberapa upaya sudah dilakukan untuk mendapatkan solusi yang paling tepat 

untuk menyelesaikan persengketaan tanah ini akan tetapi belum memperoleh hasil. 

Upaya Ninik Mamak dan SPI sebagai perwakilan masyarakat yang telah dilakukan 

mulai dari secara secara non litigasi dan secara litigasi. Penyelesaian sengketa tanah 

melalui litigasi yaitu adanya gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat adat 

Nagari Aia Gadang Barat terhadap PT. Anam Koto ke Pengadilan Negeri Pasaman 

Barat pada tahun 2018. Isi gugatannya menganggap Akta Perjanjian No. 11 tanggal 

11 September 2008 jelas bertentangan dengan syarat objektif sebagai syarat sah 

suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHP yang menyebutkan 

bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan 

suatu sebab yang halal. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman 

Niet Ontvankelijke 

Verklaark) yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima 

karena mengandung cacat formil. Terjadinya dualisme Pimpinan Pucuk Adat 

Nagari Aia Gadang, kurang bersatunya Ninik Mamak di Nagari Aia Gadang Barat 

yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri, hal inilah salah satu sebab cita-cita 

masyarakat Nagari Aia Gadang Barat tidak kunjung terwujud. 

Secara non litigasi, masyarakat membuat dan menyampaikan surat kepada 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan juga terhadap Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat mengenai hal 

tersebut untuk meminta bantuan penyelesaian. Penyelesaian sengketa non litigasi 
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juga sudah dilakukan kedua pihak yang berkonflik yaitu melalui negosiasi antara 

Direksi Humas Legal PT. Anam Koto dengan masyarakat yang diwakili oleh 

Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang, adapun negosiasi yang diminta oleh 

pihak PT. Anam Koto yaitu lahan yang diakui sebagai lahan plasma oleh SPI (block 

B, C, dan K) yang di blockade oleh masyarakat agar dibuka sehingga aktivitas 

perusahaannya bisa terus berjalan. Negosiasi tersebut tidak menemukan titik terang 

karena pihak SPI menginginkan dilakukannya mediasi dengan melibatkan 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Upaya penyelesaian sengketa tanah itu juga 

sudah berulang kali mengadakan rapat dan audensi dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasaman Barat, DPRD dan pihak PT. Anam Koto di kantor DPRD 

Kabupaten Pasaman Barat. Penyelesaian sengketa tanah lainnya yang sudah 

dilakukan secara non litigasi yaitu adanya kolaborasi antara kedua pihak yang 

berkonflik, pemerintah, dan pihak swasta yaitu adanya Serikat Petani Indonesia dan 

Lembaga Bantuan Hukum Padang, namun belum menghasilkan win-win solution 

sehingga tidak menemukan titik penyelesain. 

Terdapatnya beberapa permasalahan yang menjadi faktor tidak kunjung 

terselesaikannya sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat ini diantaranya adalah 

dimana pemerintah yang lamban dalam penyelesaian sengketa tanah, ketidakjelasan 

janji pemerintah tentang pengusulan tanah reforma agraria dan meminta PT. Anam 

Koto menyerahkan 500 Hektare tanah kepada masyarakat Nagari Aia Gadang, 

ketidakpahaman masyarakat dan perusahan mengenai persoalan yang mereka alami 

yaitu antara penyelesaian permasalahan melalui sengketa perdata atau reforma 

agraria, yang mana persoalan sengketa tanah yang bermula dari perjanjian yang 

tidak dipenuhi perusahaan maka reforma agraria adalah dua hal yang berbeda, dan 
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jikalau masyarakat ingin menempuh jalur reforma agraria maka lupakan janji masa 

lalu soal plasma karna tidak ada hubungannya.  

Dan jika perusahaan mau diterapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) dan mengembalikan tanah masyarakat berarti harus melalui mekanisme 

reforma agraria. PT. Anam Koto tetap mengolah tanah ulayat dan menikmati hasil 

kekayaan alam masyarakat Nagari Aia Gadang Barat, sementara masyarakat Adat 

Nagari tidak dapat menikmati hasilnya. Maka dari itu. Berdasakan permasalahan 

yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang 

berjudul enerapan Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi 

dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten 

Pasaman Barat  

B. Identifikasi Masalah 

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang 

tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: 

1. Terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari 

Aia Gadang Barat dikarenakan wanprestasi oleh pihak PT. Anam Koto tentang 

pemberian sekurang-kurangnya 10% plasma dari tanah ulayat yang diserahkan. 

2. Dualisme kepemimpinan Ninik Mamak, keturunan Ninik Mamak awal yang 

menjadi pihak pertama melakukan penyerahan tanah terbagi menjadi dua 

kelompok. 

3. Perbedaan pendapat mengenai status kebenaran sengketa tanah yang terjadi pada 

sesama masyarakat dan Ninik Mamak 

4. Ketidakjelasan janji pemerintah tentang pengusulan tanah reforma agraria dan 

meminta PT. Anam Koto menyerahkan 500 Hektare tanah kepada masyarakat 

Nagari Aia Gadang. 
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5. Ketimpangan aparatur penegak hukum dalam memproses gugatan/laporan dari 

masyarakat dan PT. Anam Koto. 

6. Ketidakpahaman masyarakat dan perusahan mengenai persoalan yang mereka 

alami yaitu antara penyelesaian permasalahan melalui sengketa perdata atau 

reforma agraria. 

C. Rumusan Masalah 

Setelah teridentifikasinya masalah-masalah dalam penelitian ini, selanjutnya 

penulis dapat merumuskan permasalahannya. Adapun rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana proses manajemen konflik menggunakan metode kolaborasi dalam 

penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di 

Nagari Aia Gadang Barat? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik sengketa tanah antara 

masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang Barat? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses manajemen konflik menggunakan metode kolaborasi 

dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di 

Nagari Aia Gadang Barat. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik 

sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang 

Barat. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis, dari segi ilmiah hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

dijadikan referensi bagi para pembaca sekaligus memberi masukan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik, lebih 

tepatnya yaitu ilmu manajamen konflik. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu sebagai bahan perbandingan dan dapat memberikan masukan kepada para 

pihak yang terkait, sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang telah dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


